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Nama : Ekawahidin. MB
Nim : 10100109009
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini
(studi kasus pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa’
Maros)
Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam teradap pernikahan dini
di pondok pesantren darul istiqamah maccopa maros dari masalah pokok tersebut di
rinci kedalam beberapa sub masalah untuk mempermudah penjelasannya.
Dalam penulisan ini di gunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data.
Metode pendekatan meliputi : pertama, pendekatan yuridis, metode ini di pergunakan
dalam menganalisa apa yang terdapat dalam perundang-undangan yang berhubungan
dengan aturan pembatasan usia perkawinan, kedua pendekatan sosiologis yaitu suatu
cara yang di lakukan untuk mempelajari dan memahami objek permasalahan dari segi
kenyataan interaksi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat tentang pelaksanaan
pernikahan dini.
Dari hasil penggunaan metode-metode tersebut, penulis dapat mengemukakan
intisari dari skripsi ini,bahwa pernikahan dini bila di tinjau secara syar’i tidak di
temukan dalil yang secara tekstual mencegahnya,namun karena pertimbangan
kemaslahatan terutama bagi kelangsungan sebuah rumah tangga bagi suami istri,
maka diaturlah dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam.
Pernikahan dini adalah pernikahan yang biasa di lakukan  di pondok pesantren
darul istiqamah maccopa’maros yang merupakan salah satu pondok pesantren yang
penduduknya masih sering melaksanakan pernikahan dini yang hanya cukup melalui
tokoh dan pemuka agama setempat,tampa pemberitahuan ataulagi  mengundang
perwakilan dari kantor urusan agama (KUA) sehingga dalam pelaksanaanya factor
umur tidak menjadi masalah dalam syarat perkawinan yaitu :UU No 1 Tahun 1974
tentang perkawinan yang sudah menjelaskan secara gambling tentang batas umur
calon perempuan sudah mencapai 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.
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Penikahan diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan
jenis dalam suatu ikatan keluarga. Maraknya pernikahan dini yang di alami remaja
putri di bawah 20 tahun tampaknya masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Pernikah dini bukan menjadi satu hal baru untuk di perbincankan.
Pernikahan dini adalah pernikahan sangat awal bagi orang-orang jaman dulu,
pernikah wanita 13-16 tahun atau pria 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi
masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum
20 tahun atau pria sebelum 25 tahun di anggap tidak wajar tapi hal itu memang benar
adanya. Idealnya itu menikah pada saat dewasa awalnya itu sekitar 20-30 tahun untuk
wanitanya, sementara pria itu 25 tahun. Jika sebelum usia tersebut menikah, pada
awalnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang.
Perkawinan di syariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang sangat agung
dan mulia. Perkawinan bukanlah sekedar merupakan realisasi pemenuhan kebutuhan
biologis semata akan tetapi perkawinan di laksanakan dalam rangka beribada dan
takarum ilallah ( pendekatan diri kepada Allah SWT) serta mengikuti sunnah
rosulullah untuk membangun rumah tanggga bahagia sejahtra yang penuh
sakinah,mawaddah warahma ( ketentraman, kedamaian dan cinta kasih ) guna
melahirkan generasi yang baik dan berkualitas  thayyibatan menuju terciptanya
masyarakat yang baik yang di ridhoi Allah SWT. Tuntunan dalam kehidupan








dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.1
Pernikahan adalah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan.
Sebagaimana halnya dengan semua bentuk perjanjian di sebuah Negara hokum
seperti di Indonesia perkawinan tentunya mempunyai aturan-aturan yang harus di
pahami dan di patuhi oleh masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan beserta
hal-hal yang menyangkut denganya beserta rukun dan syarat perkawinan untuk
melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami,calon istri,wali nikah,dua orang
saksi dan ijab Kabul. Adapun badan yang berwewenang dalam hal terjadinya
perkawinan adalah sebuah lembaga yang di bentuk oleh Negara yaitu kantor urusan
Agama (KUA) dalam hal ini pegawai pencatat nikah (PPN) di bawah struktur
Depertemen Agama. Lembaga lain yang ada kaitannya dengan pernikahan dan hal
yang menyangkut dengannya misalnya perceraian serta pembagian harta gonogini
adalah lembaga Pengadilan Agama. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan
tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hokum
yang mengatur tentang perkawinan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan
1Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, ( Jakarta ; proyek pengadaan kitab
suci Al-Qur’an, 1979) h. 644.
3di keluarkannya inpres No 1 tahun 1991. UU Nomor 7 tahun 1989 serta masih
banyak perundang-undangan yang mengtur tentang perkawinan bagi ummat muslim.2
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya, seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua aspek kehidupan,
terutama perkawinan. Dalam rangka terbentuknya manusia Indonesia yang
berkualitas, untuk itu umat Islam di tuntut lebih meningkatkan kwalitas generasi yang
akan datanng. Perkawinan di syariatkan sebagai ibadah kepada allah dan mengikuti
sunnah rosul untuk membangun rumah tangga/ keluarga bahagia dan kekal dengan
jalinan mawaddah warrahma, menuju keluarga sakinah gunah melahirkan generasi
muda yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan persyaratan-
persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi calon mempelai seperti
kedewasaan fisik dan mental kesamaan pandangan hidup dan agama serta barbagi
aspek lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi3
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk
merumuskan suatu permasalahan pokok sebagai judul skripsi yaitu, ‘’Tinjauan
hokum islam terhadap pernikahan dini ( di bawah umur) di pondok pesantren darul
istiqomah maccopa’ maros’’ untuk lebih mempermuda dalam penyelesaiannya, maka
penulis membagi menjadi beberapa sub masalah, antara lain :
1. Factor apa yang menyebabkan pernikahan dini?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pernikahan dini?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini?
2Marzuki wahid dan rumadi,fiqhi mazhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum Islam di
Indonesia ( Cet. : Yogyakarta :Lkis,2001),h. 21.
3Taqiuddin An Nabhani, 1953, Asy syakhiyah Al Islamiyah juz III, h. 19.
4C. Defenisi Operesional dan Ruang Ringkup Penelitian
Memperhatikan latar belakang di atas, penulis ingin memberikan beberapa
pemahaman tentang judul karya tulis agar agar tidak dapat kekeliruan dalam
memahami dan menafsirkan beberapa kata yang memilih kaitan erat dengan judul di
atas.
Pernikahan artinya hal ( perbuatan) nikah , upacara nikah, perjanjian antara
laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri4 pernikahan juga diartikan sebagai suatu
yang fitrah, maka jalan yang sah untk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad
(melalui dengan jenjang pernikahan) bukan dengan cara yang amat kotor dan
menjijikkan seperti sekarang ini, contohnya : dengan cara perpacaran,kumpul kebo’,
melacur berzina dan lain sebainya yang menyimpan yang di larang oleh islam.
Dini berarti pagi sekali ( menikahkan anak di bawah umur)5, pernikahan ini
juga dapat di maknai sebagai pernikan yang di lakukan di awal batas minimal usia
perkawinan menurut parameter.
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan  pokok permasalahan yang penulis paparkan merupakan, suatu
yang sangat penting bagi penulis dan masyarakat untuk mendapatkan pengeahuan
yang leih real dari permasalahan ini.sebab sepanjang pengetahuan penulis bahwa ini
adalah sesuatu yang cukup controversial, karena tinjauan hokum islam terhadap
pernikahan dini (di bawah umur) . untuk lebih jelasnya saya dapat menunjukkan hal-
hal yang menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
Karakteristik hokum islam dan perkawinan oleh A. Rahman I Doi yang
membahas  tentang bagaimana menempatkan aturan dalam perkawinan serta
4Slamet abiding,fiqih munaqahat (cet,I Bandung.; CV pustaka setia, 1999), h. 9.
UmarHubais, fatwa ( cet VIII ; Al-IRSYAD Al- Islamiyah.199), h. 31.
5karakteristiknya, sehingga aturan-aturab yang telah di tetapkan bias terlaksana dengan
baik.  Karangan A, suhdi muhdloi, memahami hokum perkawinan menuju keluarga
bahagia. Begitu pentingnya makna dan tujuan perkawinan sehingga anjurang untuk
mengetahuinya sangatlah berharga, membahas seluruh isi hokum perkawinan yang
meliputi : nikah, talak cerai, dan rujuk bukan hanya di tinjau dari sisi hokum islam
tetapi juga dari perundang-undangan tentang perkawinan yang ada di Indonesia (UU
No 1 1991) dan masih banyak lagi buku yang lainnya menyangkut pembahasan ini
Dari beberapa buku rujukan di atas, dalam penjelasannya belum ada
pembahasan yang mengupas secara detail tentang permasalahan yang ada. Akan
tetapi, terdapat  beberapa titik persamaan yang menjadi inspiri bagi penulis, sehingga
penulis tertarik untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahannya
yang terdapat dalam buku tersebut.
E. Metodologi Penelitian
1. Metode pendekatan
a. Pendekatan sosiologis, adalah suatu cara yang di lakukan untuk
mempelajari dan memahami objek permasalahan dari segi kenyataan-
kenyataan interaksi social yang terjadi di kalangan masyarakat.
b. Pendekatan yuridis, adalah pendekatan yang di lakukan dengan jalan
berusaha mencari penjelasan dari peraturan dan undang-undang yang
berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang di bahas.
2. Metode pengumpulan data
a. Penilitian kepustakaan yakni pengumpulan data dengan jalan membaca
sebagai literature yang ada relevansinya terhadap masalah yang di bahas.
6b. Penelitian lapangan yakni penelitian yang di lakukan dengan jalan terjun
langsung kelokasi penelitian sesuai dengan objek yang di bahas. Dalam
penulisan ini. Penulis mempergunakan teknik penjaringan, sebagai berikut:
1) Metode observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang di
lakukan dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dan
pencatatan secara sistimatis tentang fenomena yang terjadi.
2) Metode interview, yakni suatu metode pengumpulan data dengan jalan
Tanya jawab sepihak di kerjakan sistematik dan berkenaan dengan
masalah di akan di bahas dalam skripsi ini.
3. Metode pengolaan data
Sehubungan dengan data yang di pergunakan dalam pembahasan yang bersifat
kualitatif, oleh karena itu untuk menemukan apa yang di inginan, maka penulis
mengolah data ada selanjutnya interpersentasekan dalam bentuk konsep yang dapat
mendukung obyek pembahasan dalam penulisan ini. Dalam menganalisa data ini,
penulis menggunakan beberapa metode :
a. Metode induktif yaitu suatu uraian yang di susun yang di mulai dengan
kenyataan-kenyatan atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan praktis yang di
peroleh dari research, kasus demi kasus dan akhirnya di tarik kesimpulan yang
bersifat umum.
b. Metode deduktif, yaitu uraian yang di susun dengan cara menganalisa data
yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, untuk selanjutnya
mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Metode komparatif, yaitu metode penulisan yang di gunakan dengan
mengemukakan beberapa kasus atau fakta, kemudian membandikan antara
7satu dengan yang lainnya untuk mencari hubungan dan persamaan serta
perbedaannya, kemudian dari situ akan di ambil yang di anggap akurat6
F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
Tujuan dan kegunaan penelitian yang akan di kemukakan penulis adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini menurut hokum islam.
2. Untuk mengetahui perkembangan berapa tahun umur yang maksimal
dan di wajibkan untuk perkawinan yang di tetapkan oleh Undang-
undang No. 1 tahun 1974 dan hokum islam.
2. Kegunaan penelitian
Sedangkan kegunaan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dua hal, yaitu:
1. Kegunaan ilmiah, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya dalam
memenuhi peryaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas
Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Kegunaan praktis, untuk agar menjadi bahan analisis bagi semua pihak, dan
agar menjadi pemaparan Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini( di
bawah umur), disamping itu agar masyarakat dapat memahaminya bahwa
pernikahan dini itu punya akibat Hukum.




Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki dan
perempuan menjadi suami istri.1 Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih dipakai
perlakuan nikah yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul.2
Menurut ahmad abu zahrah, bahwa :
ﻣو ق ﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ح ﺎﻜﻧ ﺎﻣ ﺪﻌﯾﻮﻧﻮﯾﺎﻌﺗ و ةاﺮﻌﻟاو ﻞﺟ ﺮﻟا ﻦﯿﺑة ﺮﺸﻌﻟا ﻞﺣ ﺪﯿﻔﯾ ﮫﻧ اتﺎﺒﺟاو ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺎ
Artinya :
“Nikah adalah suatu akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan saling tolong menolong antara keduanya
dengan dasar masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.”3
Menurut suyuti thalib menyebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci
membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.4 Sedangkan
perkawinan menurut hokum Islam adalah pernikahan, yaitu : akad yang sangat kuat
atau mitsaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.5
1Wjs.poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka 1985), h.
453.
2Kamal Markus, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1987), h 1.
3Muhammad Abu Zahrah, Akhwalu Syakhsiya (Mesir Darul Fikri, Arabi, t.th), h. 19.
4Sayuti Thalib, Hukum perkawinan Indonesia (Cet. V: Jakarta: UI Press, 1986),h. 47.
5RI, Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama di Lengkapi KHI di Indonesia.
(Surabaya: Rineka tirta masyarakat, f :th).
9Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 1
menjelaskan :
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.6
Kata perkawinan berasal dari akar kata “kawin” yang mempunyai kesamaan
makna dengan nikah dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia . arti
nikah menurut bahasa adalah tergabung dan tergabung dan berkumpul, di pergnakan
juga dengan arti wata atau akad nikah. arti nikah menurut syara’ ialah akad yang
membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada
waktu akad mempergunakan lafal nikah atau taswij atau terjemahan.7 Untuk lebh
memperdalam pemahaman kita tentang pengertian perkawinan yang di kemukakan
di dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menjelaskan:
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitzaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.8
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat di pahami bahwa
perkawinan merupakan salah atu cara perjanjian yang harus di tempuh oleh pria dan
6UU Peradilan Agama, UU.No Tahun 1989 beserta gambarang singkat krinologis
pembahasan di DPR RI (Jakarta : PT : Dharma Bakti, 1989), h. 122.
7Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam (Ujung Pandang :PN.CV.berkah
Utami,1996), h. 122.
8Direktorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 kompilasi
Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta :2000), h. 14.
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wanita sebagai suami isteri untuk membentuk sebuah rumah tangga dan untuk
mentaati perintah Allah Swt. serta melaksanakannya di pandang sebagai ibadah.
Perkawinan merupakan masalah yang esensi bagi kehidupan manusia, oleh
karena itu, di samping perkawinan sebagai saran untuk membentuk keluarga,
perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.
Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan tetapi dari
semua rumusan masalah yang di kemukakan ada satu unsur  yang merupakan
kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan.
Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara
seorang laki-laki dan wanita.9
Kalau pria dan wanita berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu
sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan –peraturan
hukum yang berlajuga ku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing dan
mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, juga dalam
menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan
sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada hukum
pemerintah itu.
B. Dasar Hukum Perkawinan
Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam rangka aspeknya. Dalam
aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang di akui di
Indonesia yakni agama samawi dan non samawi. Kedua golongan agama tersebut
memiliki aturan sendiri-sendiri, baik secara vertical maupun horizontal, termasuk di
9 Soemiyati Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet.IV; Yogyakarta:
PN. Liberty,1999), h. 8.
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dalamnya tatacara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di tiap-tiap agama
tersebut satu sama lain terdapat perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di
Indonesia telah ada hukum perkawinanyang secara otentik di atur dalam UU No.1
Tahun 1974 lembaran Negara RI Tahun 1974 No 1. Adapun penjelasan atas Undang-
undang tersebut di muat didalam tambahan Lembaran Negara RI.No.3019 khusus
bagi umat Islam Undang-undang mengenai perkawinan juga di atur dalam KHI
khususnya buku 1 tentang perkawinan yang di jadikan landasan hukum oleh
Pengadilan Agama didalam menjelaskan perkara-perkara bagi umat Islam dalam
bidang perkawinan, kewarisan perkawafan. Di dalam UU perkawinan UU No. 1
Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 di kemukakan, Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.10
Menurut keterangan tersebut di atas, bahwa suatu perkawinan sah apabila di
lakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan demikian bagi
umat Islam berlaku hukum Islam. Hal tersebut di jelaskan pula di dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 4 sebagai berikut :
“perkawinan adalah sah, apabila di lakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 2
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan’’11
Dengan demikian, perkawinan supaya sah menurut hukumnya harus
memenuhi syarat-syarat tertentu, kedua bela pihak yang hendak melaksanakan
perkawinan maupun yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.
Syarat-syarat perkawinan akan di jelaskan pada sub lain dalam pembahasan
skripsi ini, pada bagian ini akan di dikemukakan mengenai hukum melakukan
10Depertemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Badan
Penyuluhan  Hukum (Jakarta;1996), h. 210.
11Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Sentral Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Depertemen Agama RI, op. cit, h.15.
12
perkawinan tersebut. Di dalam al-qur’an di temukan ayat yang menganjurkan agar







“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.12
Berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang
hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah,
wajib,makruh dan haram.13
a. Perkawinan sunnah
Rosulullah Saw. Mengajukan perkawinan, yang di nyatakan bermacam-
macam ungkapan, di antara hadis Nabi yang di jadikan dasar hukum perkawinan
dapat di sebutkan sebagai berikut :
ر ﺔﺷء ﺎﻋ نء و ﮫﯿﻟء ﺊﺘﻨﺳ ﻦﻤﻓ ﺐﻏ ر نء ﺊﺘﻨﺳ ﻲﻨﻣ ﺲﯿﻠﻓ ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻟء ﷲ ﺊﻠﺻ ﷲ ل ﻮﺳر ل ﺎﻗ ﮫﻧء ﷲ ﻰﺿ
ح ﺎﻜﻟا ﻢﻠﺳ
Artinya :
12Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Pal. Mahkota, 1990), h.
543.
13Soemiyati, op.cit, h. 20.
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“Dari Aisyah ra. Berkata : Bersabda rosulullah Saw : nikah itu adalah
sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku bukanlah termasuk
umatku.”14
ﻌﻣا ﺎﯾ : ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻟء ﷲ ل ﻮﺳ ر ل ﺎﻗ ﮫﻧء  ا ﻲﺿ ر  ا ﺪﺑء نءﺑ اﺎﺒﺸﻟ اﺮﺸﻂﺷا ﻦﻣ بﺎﺒﺸﻟﺎ ة ءﺎﺒﻟا ﻢﻜﻨﻣ ع
 ﺎﮭﻧء ﺎﻓ حوﺰﺘﯿﻠﻓء ﺎﺟو ﮫﻟ ﮫﻧءﺎﻓ مﻮﺼﻟا ﺎﺑ ﮫﯿﻠﻐﻓ ﻊﻄﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﻦﻣو ج ﺮﻔﻠﻟ ﻦﻨﺴﺣاو ﺮﺼﺒﻠﻟ ﺾﻏ
Artinya:
Dari Abdillah Ra. Ia berkata : Berabda Rosulullah Saw : wahai para pemuda
barang siapa di antara kamu yang sanggup memikul beban perkawinan, maka
hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat membendung
pandangan mata dan memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak
mampu, maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat
menjadi penghalang bagimu.15
Hadits tersebut di atas, menunjukkan tentang perintah untuk kawin, hukum
perkawinan itu asalnya mubah. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau
keadaan masing-masing orang, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi
sunnah,wajib,makruh dan haram.16
Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apa bila seseorang di lihat dari segi
jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunayi
sekedar biaya hidup.
b. Perkawinan wajib
Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi
materi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sangat mendesak
untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin akan terjerumus melakukan penyelewengan,
maka bagi orang yang dalam keadaan seperti itu wajiblah baginya untuk kawin.
14Abi Abdillah Muhammad bin Yasid, Ibnu Majah (Juz 1;Al-karwini: Darul Ihya Kitabullah
Arabi,t.th.), h. 592.
15Imam Abu Husain bin Hujaj. Al-Quraisy An-Naisubury, Sahih Muslim (Juz,II; Mesir:t.t), h.
592.
16Sayuti Thalib, op. cit.,h. 49.
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c. Perkawinan makruh
Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seorang yang dipandang dari
segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin tetapi belum sangat mendesak,sedang biaya
untuk kawin dan berumah tangga belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan
menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya.
d. Perkawinan haram
Perkawinan menjadi haram apabila seorang pria yang mengawini seorang
wanita  hanya dengan maksud mengania atau memperolok-oloknya, demikian pula
apabila seorang pria atau wanita yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau
kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melkukan kewajibannya sebagai suami
atau istreri dalam perkawinan, sehingga salah satu pihak menderita.
Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bagaimana kedudukan hukum
perkawinan bila di hubungkan dengan keadaan atau kemampuan untuk melaksanakan
perkawinan bagi seseorang.
C. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan
Perkawinan dalam islam tidaklah semata-semata sebagai hubungan atau
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu,
dalam pelaksanaanya harus di perhatikan rukun dan syaratnya-syartnya. Perkawinan
merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya
karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri
dari perbuatan zina,perkawinan yang merupakan wadah penyaluran kebutuhan
biologis yang wajar. Karena itulah, perkawinan yang syarat nilai dan tujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahma, perlu diatur
15
dengan syarat-syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan
tercapai.
Undang-undang secara lengkap mengatur Syarat-syarat perkawinan, baik
yang menyangkut orangnya,kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaanya
maupun mekanismenya. Adapun syarat yang di titipberatkan kepada orangnya di atur
dalam UU perkawinan pada Bab II Pasal 6 :
1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuankedua calon mempelai
2) Untuk melangsunkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 Tahun harus
mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal dari seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadan
tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat (2) pasal ini
cukup di peroleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali orang yang
memelihara atau keluarga  yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat
menyatakan kehendak.
5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat
(2),(3) dan (4) pasal ini,atau salah seorang atau salah seorang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendaoatnya, maka pengadilan dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengar
orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
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6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasalnya berlangsung
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan tidak menentuakayang lain.’’17
Selain peraturan tersebut di atas,KHI juga mengatur rukun-rukun perkawinan
serta syart-syarat pada Bab IV pasal 14, KHI yang merupakan penambahan dan
penjabaran dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.18
Untuk memperoleh gambaran jelas dan singkat mengenai syarat dan rukun
perkawinan Islam. Ahmad Rafiq. Menguraikan Syarat-syarat perkawinan mengikuti
rukun-rukunnya sebagai berikut :




4) dapat  memberikan persetujuan
5) tidak dapat halangan persetujuan




4) dapat meminta persetujuan
5) tidak dapat halangan perkawinan
17 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Cet. I ;Jakarta: PN. PT Rineka Cipta,1991), h.
41.
18Lihat.H.Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet.II; Jakarta: PN. CV.
Akademika Presindo.1995),h.116.
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c. wali nikah, syaratnya:
1) laki-laki
2) dewasa
3) mempunyai hak perwalian
4) tidak dapat halangan perwalian
d. saksi nikah, syaratnya :
1) minimal dua orang saksi
2) hadir dalam ijab Kabul
3) dapaat mengerti maksud akad
4) Islam
5) Dewasa
e. Ijab Kabul, syaratnya :
1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3) Memaknai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dari nikah atau
tazwij
4) antar ijab dan qabul bersambung
5) antar ijab dan qabul jelas maksudnya
6) orang yang terkait dengan ijab Kabul tidak sedang ihram/haji.
7) Majelis ijab dan qabul harus di hadiri empat orang yaitu : calon
mempelai pria atau wakilnya,wali mempelai wanita atau wakilnya dan
dua orang saksi19
19Ahmad Rafiq. Hukum Islam di Indonesia (Cet.III; Jakarta: PN. PT. Raja Grafindo Persada,
1998), h. 71.
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Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas, wajib di penuhi, apabila
tidak di penuhi maka perkawinan yang di lakukan tidak sah, perkawinan/nikah yang
tidak memenuhi syarat-syarat di sebut nikah fasid, sedangkan perkawinan yang tidak
ada rukunnya di sebut nikah batil. Hukum nikah batil sama-sama tidak sah.20
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri
Setelah terjadinya akad nikah antara seorang pria dan wanita maka mereka
telah menjadi suami isteri, secara otomatis pula antara suami isteri mempunyai
kewajiban yang harus di tunaikan kepada salah satu pihak dan merekapuu
mempunyai hak-hak, baik sebagai suami maupun sebagai istri yang harus di terimah
dan di penuhi. Apabila hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga
terlaksana dengan baik, rumah tangga tersebut akan berlangsung langgemg dan
bahagia. Jika sebaliknya terjadi, hak dan kewajiban tidak seimbang itu dapat menjadi
awal kehancuran rumah tangga tersebut sebab apabila salah satu tidak mendapatkan
sementara pihak itu menunaikan kewajibannya, maka akan terjadi penuntutan hak,
apabila keadaan tersebut tidak dapat di pulihkan, rumah tangga tersebut akan
berakhir.
Dalam kaitannya dengan pernikahan dini sudah mampukah mereka
melakukan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga, atau mereka hanya
mampu menuntut hak tanpa di barengi dengan pelaksanaan kewajiban.
Rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang anggotanya terdiri atas
bapak, ibu dan anak.masing-masing anggota keluarga harus berusaha untuk
menciptakan ketentraman di dalam rumah tangga. Dalam mencipatakan
20Ibid, h. 72.
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ketentraman,masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban, bila
masing-masing anggota keluarga dapat melaksanakan kewajibannya maka terciptalah
ketentraman dalam rumah tangga. Dalam sebuah kelurga yang paling besar
kewajibannya adalah bapak/suami. Bahkan seorang bapak adalah pemimpin dalam
rumah tangga. Sebagai kepala keluarga seorang bapak/suami harus menciptakan
suasana damai di dalam rumah tangganya.21
Masalalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang perkawinan
di atur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam KHI di atur
dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan 84,22 pasal 30 Undang-undang perkawinan :
“suami isteri memikul kewajiban yang luhur umtuk menegakkan rumah tangga
yang menjadi sendi dari susunan masyarakat’’23
Dalam rumusan redaksi yang berbeda, dalam kompilasi hukum islam pasal 77
ayat (1) menjelaskan:
“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur umtuk menegakkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari
masyarakat’’24
Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam
masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah
tangga’’.25
21Nawawi A,M., Ajaran Islam Dalam Rumah Tangga (Surabaya : PN.Apollo,t.th.),h.28
22 Ahmad Rafiq, MA.,op.cit,h.183
23 Soemiati ,SH.,op.cit.,h.147.
24Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depertemen Agama Islam
RI.,op.cit.,h. 24.
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Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam KHI di atur dalam bagian kedua tentang
kedudukan suami isteri, pasal 37. Selanjutnya, pasal 32 UU perkawinan menyatakan :
(1) Suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini di
tentukan oleh suami isteri bersama.26
Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dialam KHI lebih
sistematis di banding dalamUU perkawinan. Dalam Undang-undang
perkawinan,pengaturan tentang hak dan kewajiban suami isteri bersifat umum.
Adapun ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di sebutkan
dalam KHI, sebagai berikut :
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup
bersama dalam masyarakat.
Pasal 80
(1) Suami adalah pembimbing isteri dalam rumah tanggannya,akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting di putuskan dalam
suami isteri dan pergaulan hidup pergaulan hidup bersama.
(2) Suami wajib melindungi isterinya dan wajib memberikan segala sesuatu
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
25 Soemiyati, loc. cit.,
26 Ibid, h.1.
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(3) Suami wajib member pelajaran agama kepada isterinya dan memberikan
kesempatan belajar yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan
bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. nafkah,kiswah dan kediaman bagi isteri
b. biaya rumah tangga,biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri
dan anak.
c. Biaya pendidikanbgi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat
(4) huruf  a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna
dari isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) pada huruf a dan b.
(7) Kewjiban suami sebagaimana maksud ayat (5) gugur apabila isterinya
nusyuz.
Pasal 81
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya
atau bekas isteri yang masih dalam  iddah
(2) Tempat kediaman adalah tempat kediaman yang layak untuk isteri dalam
kegiatan perkawinan atau dalam iddah atau dalam iddah wafat.
(3) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram,
tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta
kekayaan dan harta mengatur alat rumah tangga
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(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan keadaan
lingkungan tempat tinggalnya, baik berupah perlengkapan rumah tangga
maupun sarana penunjang lainnya.27
Adapun kewajiban isteri dalam Undang-undang perkawinan pasal 34 di atur
secara garis besar pada ayat (2) dalam KHI di atur lebih rinci dalam pasal 83 dan 84
yakni :
Pasal 83
(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas yang di benarkan oleh hukum
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumsh tangga sehari
dengan sebaik-baiknya.
Pasal 84
(1) Isteri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alas an yang sah.
(2) Selama isteri dalam nuzyus, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada pasal 80 ayat  (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas kembali sesudah isteri
tidak nusyuz
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
berdasarkan pada buktu yang sah.28
27Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depertemen Agama RI., op. cit., h. 43.
28Ibid, h. 46.
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Berdasarkan penjelasan yang telah di kemukakan tersebut di atas,dapat
diketahui dengan jelas tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam sebuah
rumah tangga.kewajiban suami merupakan hak isteri dan demikian pula sebaliknya,
kewajiban isteri adalah merupakan hak suami. Demi terciptanya rumah tangga yang
penuh dengan penuh mawaddah warahmah, maka hak dan kewajiban harus di
lakukan dengan seimbang.
E. Tujuan dan Hukum Perkawinan
Tujuan perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perbuatan.
Oleh karena itu dengan di tetapkannya tujuan yang sangat jelas, niscaya semuah
perbuatan akanpa di  lebih terarah. Sebaliknya tampa di tetapkannya sebuah tujuan,
niscaya perbuatan itu akan mengambang dan akan terasa hambar.
Sebagai seorang muslim yang baik,maka tujuan itu sudah terlepas dari apa
yang di gariskan dalam Islam. Tujuan yang di tetapkan tetap mengacu pada
kepentingan Islam yang notabene membimbing manusi kejalan yang benar,menuju
kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat. Karena tujuan yang di tetapkan sedikitnya
meliputi sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh keturunan
Suatu rumah tangga tidak akan lengkap rasanya tampa kehadiran sebuah hati
belahan jiwa, sebagai bukti  dari perkawinan yang di langsungkan, sebagai hasil cinta
yang di curahkan, dan sebagai bukti kemaha perkasaan Allah Swt yang telah
menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang akan melanjutkan, yang
akan menyambung umur bumi.
Sudah menjadi kenyataan bagi kita semua bahwa mahluk hidup menjalani
proses regenerasi yang mengembangkan keturunan bagi kelangsungan hidupannya
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bagi masa yang akan datang. Satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan yang
sah adalah melalui pernikahan,agar keturunannya bersih dan jelas siapa ayahnya yang







Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezki dari yang baik-baik. 29







“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak….”30
29Depertemen Agama RI, op.cit.,h. 412.
30Ibid, h. 114.
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Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas dan eksistensinya keturunan dalam
kehidupan bumi hingga kiamat kelak. Dan memperbanyak keturunan sebagai pelanjut
generasi, yang akan mewarisi harta kita, yang merawat kita tatkala tua, dan bahkan
banyak yang mengungkapkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan
lengkap tanpa kehadiran anak dan cucu. Apalagi dalam memeperbanyak generasi
islam, yang akan membelah islam ketika di hujat dan dan akan menegakkannya
ketika banyak orang yang mau berusaha meninggalkannya. Begitu pula yang akan
menceritakan kepada anak dan cucunya dan kepada orang lain tentang orang tuanya
yang telah meninggal dunia dan berkalang tanah.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
Salah satu tujuan yang harus di rumuskan oleh suatu pasangan suami isteri
adalah menghindarkan dari perbuatan maksiat. Mengingat banyaknya godaan-godaan
hawa nafsu yang di timbulkan akibat membujang itu terlalu lama, atau karena nafsu
syahwat yang telah menguasai dirinya,maka menjadi suatu hal yang wajib bagi
seorang bagi seorang muslim untuk melangsunkan perkawinan.
Anjuran pernikahan untuk menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah ini
dilakukan oleh rasulullah Saw melalui haditsnya yang berbunyi :
 ﺰﺘﯿﻠﻓ ةء ﺎﺒﻟا ﻢﻜﻨﻣ ع ﺎﻄﺘﺷا ﻦﻣ ب ﺎﺒﺸﻟا ﺮﺸﻌﻣ ﺎﯾ : ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲﻮﺳر ل ﺎﻗ : ل ﺎﻗ دﻮﻌﺴﻣ ﺪﺒﻋ نء
ﻏا ﮫﻧءﺎﻓ جوج ج ﺮﻔﻠﻟ ﻦﺴﺣاو ﺮﺼﺒﻠﻟ ﺾ ه او ر)  ءﺎﺟو ﮫﻟ ﮫﻧ ءﺎﻓ مﻮﺼﻟا ﺎﺑ ﮫﮭﯿﻠﻌﻓ ﻊﻄﺴﯾ ﻢﻟ ﻦﻣو
(ﻢﻠﺴﻣ
Artnya :
Dari ibnu mas’ud, Rosulullah Saw.bersabda : wahai sekalian pemuda, barang
siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri,
hendaklah ia kawin. Maka sesunggunya kawin itu menghalangi pandangan
mata ( kepada yang terlarang memendangnya) dan memelihara kemaluan. Dan
barang siapa yang tidak sanggup,wajib berpuasa maka sesungguhnya puasa itu
adalah perisai baginya.31
31Iman Muslim bin Al-Hujjaj, Shahih Muslimjuz II (T.tp: Indonesia dalam,t.t),h. 1019.
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Dari pernyataan hadits tersebut di jelas sekali bahwa manfaat dari perkawinan
adalah menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatanyang terlarang seperti
menghindari seperti menghindari pandangan kepada hal-hal yang haram, mengingat
bahaya yang demikian besar dari pandangan tersebut. Menjaga kemaluan adalah
suatu hal yang wajib di lakukan, sehingga tidak terjerumus pada hubungan seks luar
nikah atau perizinahan.
3. Mewujudkan keluarga sakinah
Keluarga yang sakinah,mawaddah warahma, atau keluarga yang
tentram,penuh cinta kasih, atau mendapakan rahmat Allah adalah keluarga yang
memang di amanatkan oleh Allah dan tentunya menjadi dambaan bagi setiap muslim.
Tujuan perkawinan tersebut di atas, Allah Swt menjelaskan dalam Q.S. Ar-Ruum








“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”32
32Depertemen Agama RI.op.cit.,h. 644.
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Dengan memperhatikan ayat tersebut di atas,maka dapat di pahami bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan sakinah yakni merasakan ketenangan
yang merasakan ketenangan yang di ikat dalam rasa kasih saying dan cinta mencintai.
Lahirnya anak-anak dari perkawinan itu dapat menambah besarnya kasih
saying dan cinta akan sulit di peroleh manakala perkawinan tidak di dasari atas
keinginan luhur keduanya, atau mereka sama sekali belum siap untuk berumah
tangga,baik fisik maupun mental.
4. Unsur mengamalkan dan mrenegakkan syari’at Islam
Islam melarang ummatnya membujang terus-menerus, tetapi Allah
memerintahkan hambanhya agar melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama
suka, tanpa paksaan, agar dapat mengatur antara  laki-laki dan perempuan sesuai







“Maka kawinilah beni-beniku (lain) yang kamu senangi: dua atau tiga atau
empat,kemudian jika kamu takut untuk tidak berlaku adil,kawinlah seorang
saja…”33
Nabi Muhammad Saw bersabda, yang diriwayatkan oleh bukhari :
ﷲ لﻮﺳر ل ﺎﻗ ﮫﻧء  ا ﻰﺿ ر ﻚﻟ ﺎﻣ ﻦﺑ ا س نا نءا ﻢﻤﺘﻧا : ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻟء ﷲ ﻰﻠﺻﺬﻟﻦﯾﺬﻗ ﻢﺘﻠﻗﺬﻛو ا
 ﺎﻣأاﻨﻟا جوﺰﺗاو ﺪﻗراو ﻰﻠﺻاو ﺮﻄﻓاو مﻮﺻ ا ﻰﻨﻜﻟ ﻢﻛﺎﻘﺗاو  ﻢﻛ ﺎﺴﺣ ﻷ ا ﻲﻧا ﷲوﻤﻓ ءﺎﺴﻦﻋ ﺐﻏر ﻦ




“Dari anas bin malik ra. Bersabda : kamu sekalian begini dan begitu,ingatlah
demi Allah sesungguhnya raga orang yang paling takut kepada Allah dan paling
bertakwa dari kamu, walaupun demikian berpuasa dan berpuka, saya
shalat,maka saya juga tidur dan patuh mengawini wanita,barang siapa yang
tidak memakai sunnahku,maka bukan dari golonganku.”34
Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas,dapat di pahami bahwa
melaksanakan perkawinan itu berarti mengamalkan dan menegakkan ajaran Islam,
bahkan Nabi sendiri,  memberikan ancaman bagi ummatnya yang mampu untuk
kawin,lalu tidak melaksanakannya,maka tidak termasuk golongan rasulullah.
Inilah tujuan yang paling utama yang seharusnya mendapat perhatian
khususnya dari setiap calon suami isteri. Hidup berkeluarga adalah ajaran yang di
serukan oleh Islam, maka tujuan berumah tangga adalah untuk melaksanakan seruan
itu sendiri, sehingga pernikahan yang di lakukan akan mendapat pahalaa yang besar
di sisi Allah Swt.





Menurut Bambang S. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu
manusia dalam taraf keilmuan.
“Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang
disebut ilmu.” “Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu
merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-
syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah.”1
Metode merupakan suatu atau cara untuk memperoleh kembali pemecahan
terhadap segala permasalahan. Sedangkan metodologi merupakan hal yang penting
untuk menentukan secara teoritis teknik operasional yang dipakai sebagai pegangan
dalam mengambil langkah-langkah.2
Metodologi itu dapatlah penulis kemukakan sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah historis,
studi kasus, komparatif, eksploratif dan deskriptif. Jenis penelitian secara historis
dengan melihat sejarah dari proses peradilan agama di Kabupaten Jeneponto dan
proses terbentuknya, dan lebih lanjut mengambil studi kasus terhadap pelaksanaan
pembagian harta waris dalam Islam di luar sengketa. Selanjutnya penelitian
komparatif dengan melihat dan membandingkan perkara yang terjadi pada periode
2008-2012. Penelitian ekspolratif yaitu penjajakan atau penjelajahan di Pengadilan
Agama yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai skripsi ini.
1Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2002),  h.
46.
2 P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. 4; Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2004), h. 2.
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Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan secara tepat keadaan dan proses berperkara di Pengadilan Agama
atau menentukan ada tidaknya hubungan antara perkara pembagian harta waris
dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap obyek penelitian ini.3
B. Jenis Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah teologi sosiologis (empiris),
yuridis normatif (undang-undang yang berlaku) dan teologi normatif (syar’i’ =
hukum Islam). pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan atau library
research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi sosiologis, artinya hukum
dikonsepsikan sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang bertujuan untuk
menganalisis singkronisasi antara “hukum dan masyarakat” (law and society)
mengenai hukum kewarisan Islam yang telah diterapkan oleh semua pihak yang
terkait.4
Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta kewarisan dalam
hukum Islam di luar sengketa pada Pengadilan Agama Kab. Jeneponto. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian normatif (syar’i’ = hukum Islam). Hal ini disebabkan
penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai perangkat hukum yang
terkait dengan pelaksanaan pembagian harta kewarisan dalam hukum Islam di luar
sengketa.
Sedangkan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan
peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam inventarisasi (identifikasi)
3 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed. 1-6; Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 25.
4 Bambang Sunggono, op. cit.,  h. 73.
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hukumnya dengan mengkaji peraturan pelaksanaan pembagian harta kewarisan dalam
hukum Islam di luar sengketa oleh pengadilan agama yang diatur dalam pasal 7
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan hanya di ijinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan
Taraf singkronisasi hukumnya dengan mengkaji seluruh aturan yang telah
diinventarisasi untuk mengetahui singkronisasi aturan-aturan tersebut.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Pondok
Pesantren Darul Istaqamah Maccopa’ Maros dengan berdasarkan:
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif.
Kualitatif yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis, sedangkan
Kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah atau banyak data penelitian untuk mendapatkan
data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:
1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian
di lapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu
wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai
pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat
wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara
maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang menjadi responden dalam penelitian
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ini yaitu wawancara terhadap Masyarakat Pondok Pesantren Darul Istiqamah
Macopa’
2) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-
bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya
dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan,
sebagaimana yang telah dilampirkan pada bab I.
3) Library research atau penelitian kepustakaan, dengan jalan menelaah buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada
relevansinya dengan judul skripsi ini.
4) Field research atau penelitian lapangan, dengan metode seperti interview
yaitu berarti kegiatan langsung ke Pondok Pesantren, dengan mengadakan
wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh
keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang
dipandang meragukan kepada beberapa informan secara random di Pondok
pesantren.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
library research (data kepustakaan) berarti membaca buku-buku yang relevan dengan
pokok permasalahan, sedangkan field research (data lapangan) sebagai berikut:
1. Waktu dan Lokasi Penelitian adalah memberikan batasan mengenai jangka
waktu penelitian yakni 1 bulan waktu penelitian dan lokasi atau objek
penelitian sesuai dengan obyek permasalahan dan merupakan daerah
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informasi secara kualitatif dan kuantitatif yaitu di Pondok pesantren darul
istiqamah Maccopa Maros.
2. Populasi dan sampel. Adapun populasi menurut Mardalis ialah semua individu
yang menjadi pengambilan sampel. Jadi populasi dalam penelitian ini yakni
tentang pelaksanaan pernikahan dini yang menjadi informan dan beberapa
informan random di Pondok Pesantren Selanjutnya sampel meurut Sutrisno
Hadi adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi.
Dalam hal ini penulis mengambil sampel penelitian yakni Pimpinan pondok
pesantren terhadap pernikahan dini
3. Teknik Samplingnya yaitu Kegiatan penelitian ini dimulai dengan pandangan
tentang pelaksanaan pernikahan dini di pondok pesantren darul istiqamah
maccopa’
c. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat pengumpul data menentukan kualitas data dan kualitas
data menetukan kualitas penelitian, karena itu, alat pengumpul data harus
mendapatkan penggarapan yang cermat.
Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Buku catatan dipergunakan dalam melakukan Observasi.5
2. Recording (Hanphone).6
3. Dokumentasi (beberapa jumlah nomor perkara yang dibutuhkan).
5P. Joko Subagyo, op. cit., (Cet. 4; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2004), h. 63.
6Amiruddin dan Zainal Asikin, op. cit., h. 83.
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing data dan koding
data. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
1. Editing data sebagaimana dari pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang
dapat dideskripsikan bahwa dalam pembagian harta waris sedikitnya terdapat
kelemahan dan kurang keefektifan.
2. Koding data sebagaimana dalam penyesuaian data yang diperoleh dalam
melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada
setiap data yang telah ada pada saat melakukan penelitian di pondok
pesantren.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif sebagai upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari di lapangan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambarang Umum Lokasi Penelitian di Pondok Pesantren Darul Istiqomah,
Maccopa’Maros
1. Keadaan Geografis
Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 ( empat
belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan
Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan
ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak
kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan
Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros
memegan peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai
daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata
bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap
pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi
dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah
berbatasan dengan :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia
berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan
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keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan
perekonomian Maros secara keseluruhan. Adapun kab. Maros, terletak pada posisi :
- 40°45 ’- 50°07’ Lintang Selatan,
- 109°205’ – 129°12’ Bujur Timur.
Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan , yang dibagi lagi atas sejumlah















Adapun Tempat Penelitian Penulis terletak di jln poros Makassar-maros
Kecamatan.Turikale Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa’ Kabupaten Maros
Darul Istiqamah Sekarang dipimpin oleh H Mudzakkir M Arif, MA. Tidak banyak
sosok yang memiliki kesempatan untuk mengelola pesantren. Apalagi jika masih
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tergolong “belia”. Rata-rata, pesantren ditangani oleh orang-orang yang sudah berusia
lanjut. Namun, bukan berarti yang masih muda tidak memiliki kemampuan bila
dibandingkan para seniornya.Lihat saja dari sosok Pimpinan Pesantren Darul
Istiqamah, Maccopa, Maros, H Mudzakkir M Arif, MA. Dalam usianya yang baru 40
tahun, ia sudah memimpin pesantren sebesar Darul Istiqamah.
Kira-kira pada Bulan Maret 1970 oleh kekek beliau, K.H. Ahmad Marzuki
Hasan, memelopori pendirian pesantren ini sekaligus menjadi pimpinan pesantren
hingga 1983. Kepemimpinan beliau kemudian dilanjutkan ayah beliau, M. Arif
Marzuki hingga 2004.Pertama didirikan, luas pesantren ini hanya 0,5 hektare tanpa
sarana dan prasarana yang memadai. Santrinya saja saat itu hanya ada tujuh orang,
dan belajarnya di masjid dari bambu berlantai pasir. Kolong rumah kiai (Ahmad
Marzuki Hasan) pun menjadi asrama santri. Pesantren ini adalah pesantren
perjuangan sejak awal didirikannya.
Setalah berkiprah sekian lama, Alhamdulillah Pesntren Darul Istiqamah
berkembang dari yang awalnya hanya ada di Maccopa, Maros. Sekarang ini sudah
ada 28 cabang dan perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia Timur,
seperti Sulsel, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulbar sampai Papua dan juga
Jakarta. Di Sulsel sendiri terdapat di beberapa daerah seperti Gowa, Tana Luwu,
Bone, Sinjai, Bulukumba, Wajo, dan Bantaeng. Kantor pusatnya yang di Maccopa.
Hal itu tidak dapat dicapai dengan mudah tapi membutuhkan perjuangan keras
serta pengorbanan yang tidak sedikit. Semua itu dilalui dalam bebrapa fase. Pertama
fase kaderisasi. Sejak berdirinya, kekuatan pertama dan utama pesantren ini ada pada
kaderisasi. Pada fase ini, Darul Istiqamah telah membuka beberapa cabang.
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Fase berikutnya yaitu ekspansi yang berawal pada 1979, ketika kiai
memutuskan kembali ke tanah kelahirannya di Sinjai. Pesantren kemudian dipimpin
putra kiai, M Arif Marzuki. Secara resmi, kepemimpinan dilimpahkan kepada beliau
pada Tahun 1983.
Sejak itu, kepemimpinan ustaz (M Arif Marzuki) didominasi dengan gerakan
ekspansif yang menyentuh semua aspek kehidupan pesantren. Seperti perluasan lahan
dari dua hektare hingga mencapai 65 hektare sampai saat ini.
Pesantren ini adalah milik semua masyarakat, bukan milik pribadi atau
segolongan orang. Jadi, Pesantren ini harus mengedepankan konsep bahwa pesantren
ini untuk kemaslahatan umat. Sudah ribuan alumni yang telah dicetak. Artinya, secara
tidak langsung, pesantren ini adalah bagian dari masyarakat luar pesantren.
Ada satu hal yang dikembangkan di pesantren melalui program Nikah Islami
yang merupakan ekspansi dakwah. Ini sangat sering diselenggarakan secara
sederhana tapi meriah, ramai tapi murah, semarak tapi syar’i. Nikah Islami di
pesantren ini merupakan langkah nyata untuk menggeser budaya nikah yang tidak
Islami. Nikah Islami seringkali diadakan secara missal.
Sama dengan pesantren yang lain tentunya. Pesantren Darul Istiqamah juga
dituntut untuk membuktikan keunggulan, makanya kami harus memfokuskan pada
ketersedian sumber daya manusia. Dan tentunya soal fasilitas belajar agar tingkat
pengetahuan menjadi santri di Pesantren Darul Istiqamah, tidak dipertanyakan lagi.
Untuk mewujudkan itu, para santri diberi pemahaman soal kepemimpinan Islam.
Karena yang menjadi ciri pesantren adalah, santri berilmu yang merupakan calon
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pemimpin Islam yang memiliki akhlak mulia. Semua hal tersebut untuk mewujudkan
visi dan misi Pesantren Darul Istiqamah.1
B. Pelaksanaan Pernikah Dini di Pondok Pesantren Darul Istiqomah
Maccopa’Maros
Pelaksanaan pernikahan dini di pondok pesantern darul istiqamah maccopa’
maros adalah pernikahan  yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, pada usia
remaja ( sesudah aqil baligh) , putera maupun puteri, walaupun masih bersekolah di
Tsanawiyah/ Aliyah (SMP/SMA), yang tidak didahului dengan perzinahan, di
dukung oleh orang tua/wali kedua mempelai, tampa paksaan, dengan niat ibadah.
a. Penjelasan ini menegaskan bahwa pernikahan dini tidak Islami, jika
prosedurnya di dahului dengan zina.
b. Sengaja pamer aurat,campur baur laki-laki dan perempuan, pengantin
bersanding didepan umum, bukanlah pernikahan yang Islami
c. Pernikahan islami adalah kesungguhan untuk menjauhi syirik, bid’ah, budaya
maksiat, budaya pemborosan, dan budaya ketakabburan, dalam melaksanakan
setiap pernikahan
d. Pernikahan Islami memisahkan tempat duduk tamu-tamu pria dan
wanita,tidak menyandingkan kedua mempelai, dan semua panitia wanita wajib
memakai jilbab.
e. Pernikahan dini tidak Islami, jika prosedurnya jika ada paksaan terhadap
kedua mempelai,atau salah satunya.
f. Pernikahan yang di landasi dengan niat ibadah,keinginan untuk mendapatkan
ridho Allah swt.
1Konstruksi Pelangi, http://konstruksipelangi.wordpress.com/tag/pesantren/ (03 September
2014)
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Panduan penghayatan pelaksanaan pernikahan dini Islami di pondok
pesanteren darul istiqamah sebagai berikut:
1. Melakukan renungan keprihatinan terhadap bahaya pergaulan bebas terhadap
remaja
2. putra/putrid kita dari azab neraka
3. keluarga dan putra-putri dari dosa dan maksiat
4. Melakukan renungan peneguhan iman, bahwa Allah swt pemberi rezki yang
maha kaya dan maha adil, memperkuat keyakinan bahwa rezki anak-anak
bukanlah dari oraang tuanya,rezki bukan manusia yang mengatur,bukan
manusia yang menguasai melainkan dari Allah swt karena  setiap anak sudah
di tentukan rezkinya oleh Allah swt.
Pernikahan dini adalah pernikahan yang sering dilakukan yang dianggap
masih dibawah umur di pondok pesantren darul istiqamah naccopa’ maros, yang
nerupakan salah satu pondok pesantren yang penduduknya masih sering
melaksanakan pernikahan dini yang hanya cukup melalui tokoh dan pemuka agama
setempat, tampa pemberitahuan atau mengundang perwakilan dari kantor urusan
agama (KUA) sehingga dalam pelaksanaanya factor umur tidak lagi menjadi masalah
dalam syarat perkawinan dalam undang-undang No 7 tahun 1974 tentang perkawinan
sendiri sudah menjelaskan dengan gambling tentang batas umur calon perempuan
sudah mencapai 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.
Usia menjadi salah satu factor penting dalam menentukan persiapan
pernikahan, hal tersebut banyak menjadi problem di berbagi tempat. Berbeda bagi
masyarakat Pondok Pesantren darul istiqamah maccopa’ maros, factor usia tidak
menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Orang tua cenderung ingin
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secepatnya menikahkan anak-anaknya,  hal tersebut yang menjadi salah satu factor
terjadinya pernikahan dini yaitu dari orang tua. Orang tua akan merasa bebannya
terasa lebih ringan dan merupakan jihad bila anak-anaknya sudah menikah,
walaupun sebetulnya anak tersebut masih punya hak untuk menikmati masa-masa
remaja serta masa-masa bermain bersama teman-temannya di lingkungan sekolah,
kampus, dan mengenyam pendidikan formal di bangku sekolah atau perkuliahan,
pernikahan dini terjadi karena faktor orang tua saja, tetapi  melihat lingkungan serta
kebiasaan yang ada di masyrakatnya sangat memungkinkan akan terjadi lebih banyak
lagi pernikahan dini yang di lakukan oleh remaja/remaji di kalangan pondok
pesantren darul istiqamah maccopa’ maros, bukan menjadi hal yang baru. Sehingga
mereka tidak cangguh untuk menikah pada usia yang relatif muda.
Pernikahan dini banyak terjadi di kalangan masyarakat pondok pesantren
darul istiqamah,maccopa yang usianya masih seumuran anak sekolah yaitu seumuran
SMP/MTS atau SMA/MA, bahkan tidak jarang  juga terjadi  pernikahan di bawah
umur 16 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki2. Hasil Tanya jawab di
pondok pesantren darul istiqamah maccopa sebagai berikut:
a. Apakah pernikahan dalam usia dini itu tidak baik dari segi kesehatan jiwa,
atau akan menjadi sangat tertekan, karena jiwanya belum kuat untuk
memikul beban kehidupan rumah tangga ?
Jawanannya :
kasus seperti itu terjadi ketika anak itu di paksa untuk segera menikah, atau tidak di
dukung oleh salah satu dari orang tua /wali suami/isteri belia ini. Tapi kalau sang
2 Hasil Wawancara di Pondok Pesantren darul Istiqamah maccopa’ kabupaten maros tanggal
24 maret 2014
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anak itu sendiri yang meminta untuk segera menikah,atau orang tua memotivasinya
agar segera menikah dan anaknya yakin akan pentingnya nikah dini, insyaallah,
pernikahan itu tidak membebani dia secara berlebihan. Apa lagi pernikahan dini
Islami yang perlu di galakkan ialah senantiasa di bombing oleh pasangan remaja ini.
b. Apakah pernikahan dini itu membebani orang tua, karena anaknya masih
remaja ini masih sekolah/kuliah,tentu belum dapat mencari nafkah.”
Jawabannya :
Pernikahan dini islami adalah jihad kultural yang dilakukan oleh orang
tua kedua remaja yang menikah. Ini adalah jihadnya orang tua sebelum
menjadi jihadnya pasangan remaja.sesuai tabiat jihad, ini adalah pengorbanan
dalam rangka melaksanakan syari’at Allah dan Rosulnya.ini adalah
pendidikan jihad putra-putri kita. Masalah nafkah, orang tua kedua remaja ini
tetap berkewajiban memberi nafkah sebagaimana sebelum menikah, dan
kedua remaja ini berkewajiban untuk mengelola keuangan mereka dengan
baik, berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan tidak menghalangi
ibadah. Orang tua tidak perlu merasa tertekan dengan tambahan pembiayaan
anak yang telah menikah, karena kita yakin bahwa kita hanyalah penyalur
rezki anak yang telah ditentukan Allah swt. Marilah kita sadari bahwa bukan
kita (orang tua) yang member rezeki kepada anak. Setiap anak kita, ada jatah
rezkinya masing-masing disisi Allah Swt, Allah telah memberi rezeki pada
anak-anak kita lewat perantara kita.
c. Apakah pernikahan dini itu menghambat/menghalangi kelanjutan
pendidikan kuliah anak, sebab kalau sudah menikah, ia tidak bisa lagi
belajar dengaan tenang ?
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Jawabannya :
Yakinlah, bahwa anak kita akan lebih tenang belajar dan kuliah setelah
menikah secara islami, jika orang tua memberi dukungan (100%) lihatlah
para dosen yang kuliah lagi (program pascasarjana). Lihatlah orang yang
supersibuk, ternyata mereka masih sempat melanjutkan kuliah. Ini adalah
bukti nyata bahwa pernikahan, bahkan anak yang banyak, usia semakin
tua, dan kesibukan tiada habisnya, tidak menghalangi kuliah
Jadi yang menghalangi kuliah itu sesungguhnya ialah kalau orang tua
tidak mendukung anak kuliah setelah menikah. Bukanlah pernikahan yang
menghalangi kuliah. Mungkin anak itu sendiri yang sudah bosan kuliah,
atau ingin mengembangkan bisnis, atau ia ingin segera bekerja sebagai
pegawai/karyawan3.
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini
Factor terjadinya pernikahan dini di pesantren darul istiqamah,maccopa
adalah sebagai berikut :
1. Komitmen perjuangan untuk membangun rumah tangga Islami. Pelaksanaan
pernikahan dini adalah perjuangan orang tua untuk mengantar dan menuntun
putra-putrinya di jalan perjuangan  kesalehan yang optimal,termasuk dalam
melayarkan bahtera  Islami. Perjuangan ini berdasarkan komitmen orang tua
untuk istiqamah dalam perjuangan membangun rumah tangga Islami.
Tuntutan rumah tangga Islami ialah kehadiran putra-putri yang cinta Islam
dan berorientasi pada perjuangan Islam. Inilah urgensi yang akan mengantar mereka
3Hasil wancara di Pondok Pesantren Darul Istiqamah maccopa’ Kabupaten Maros Tanggal
26 april 2014
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kejenjang rumah tangga Islami dan yang akan memberikan bimbingan terhadap
mereka agar senantiasa di jalan Allah Swt.
2. Pendidikan anak untuk pernikahan dini Islami.
Pernikahan dini Islami dilakukan setelah proses  pendidikan yang
panjang; yaitu pendidikan cinta ibadah, cinta Al-Quran, cinta As-sunnah, dan
tentu saja cinta Islam.
Selain itu, anak remaja harus mencapai standar minimal sifat rajin dan
terampil. Menanamkan kepribadian seperti ini bisa di capai oleh anak remaja
di pesantren atau dari lingkungan mesjid yang baik dan lingkungan organisasi
Islam yang mendukung. kesalehan,kedewasaan,kematangan dan
keterampilan, harus dicapai oleh anak remaja yang akan nikah dini Islami.
3. Kesepakatan orang tua  pasangan remaja yang nikah dini, untuk meneruskan
pembinaan rumah tangga anak-anak mereka.
Perjuangan pernikahan dini Islami tidak hanya selesai pada acara
walimah,tapi perjuangan ini di teruskan melalui pembinaan rumah tangga
remaja tersebut, termasuk pembiayaannya,menasehatinya, dan membantu
merawat anak-anaknya kelak ( cucu orang tua pasangan ini)4
D. Dampak Pelaksanaan Pernikahan Dini
Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan beberapa dampak
negatife yang di timbulkan pernikahan dini, baik dampak pernikahan dini di tinjau
secara medis maupun dampak pernikahan dini secara psikologis. Kedua dampak
tersebut, merupakan akibat yang secara langsung mengena kepada remaja-remaja
yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, terutama wanita apabila di
4Hasil wawancara di Pondok  pesantren darul istiqamah maccopa’ kab.Maros tanggal 28
april 2014
44
hubungkan dengan kemampuan fisiknya untuk mengandung dan melahirkan bayi dan
bagi pria apabila di kaitkan dengan kemampuannya untuk mengatur rumah tangga
dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab untuk
memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari anak dan isterinya.
Ditinjau dari sisi medis, wanita yang mengandung selanjutnya melahirkan
dalam usia dini, menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, seperti perobekan
jalan lahir, pendarahan, infeksi dan bahkan tidak mustahil tumbuhnya jaringan kanker
dapat terjadi kemudian.5
Akibat lain yang dapat menimbulkan pernikahan dini,baik pria maupun
wanita setelah teradi ikatan perkawinan sebagai suami isteri, didala rumah tangga
mereka tidak  selamanya berjalan mulus tampa ada hambatan baik factor
ekonomi,kecemburuan atau keterlibatan pihak ketiga. Pada saat terjadinya hambatan
tersebut pasangan suami isteri itu belum mampu untuk berpikir lebih matang untuk
mencari solusi terhadap permasalahan yang membelenggu rumah tangga mereka,
pertengkarang tidak dapat di elakkan bahkan pemukulan akhirnya berujung pada
perceraian.
Keharmonisan rumah tangga di pengaruhi oleh banyak factor tak kecuali usia
seseorang ketika melangsunkan pernikahan. Mayoritas kasus perceraian yang di
proses yang di sebabkan karena perkawinan usia muda. Bahwa dari ratusan kasus
perceraian yang diproses umumnya adalah  kasus  yang melibatkn pasangan usia
muda,mereka rata-rata sulit menyelesaikan persoalan rumah tangga dan terpaksa
berakhir di pengadilan.6




Selanjutnya bahwa peekawinan usia muda dilarang karena perkawinan
diawali dengan cara yang keliru semisal perkawinan paksa atau hamil diluar
nikah.kesiapan mental sangat rendah, rumah tangga tentang dengan komflik keluarga
akibat kurang matangnya pikiran dan pencarian solusi untuk keluar dari konflik
tersebut, ketika menemui jalan buntu tampa pertimbangan matang langsung begitu
saja mengatakan cerai.
Penyebab meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini
adalah factor ekonomi, factor lainnya kurangnya tanggung jawab dari sang suami,
kemudian tidak adanya keharmonisan yang di pereroleh sang isteri, kemudian dari
sebuah penyebab utamanya adalah karena perkawinan yang di lakukan dalam usia
muda.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa perceraian
atau keretakan sebuah rumah tangga di sebabkan oleh banyak factor misalnya, factor
ekonomi, suami pemabuk, hadirnya pihak ketiga (selingkuh), campur tangan yang
terlalu jauh dalam urusan rumah tangga, anak-anaknya yang terlalu berkeluarga,
namun penyebab utama dan terbesar dari perceraian di akibatkan oleh pernikahan dini
atau ang perkawinan usia muda, factor yang terakhir ini dapat mempengaruhi atau
mengakibatkan penyebab lain.
Setelah mengetahui dampak-dampak yang di timbulkan oleh pernikahan dini,
baik dampak secara medis maaupun dampak psikologis yang cenderung membawa
kepada percekcokan dan perceraian, diharapkan para remaja/pemuda yang belum di
izinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menghindari
pernikahan dini, dengan cara menjauhkan diri dari jalan yang dapat menjerumuskan
kepada pergaulan bebas, bagi para orang tua dapat mengawasi dan memberikan
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pelajaran kepada anak-anak sejak dini tentang sex (sex educational). Para orang tua
hendaknya menahan diri untuk mengawinkan anak-anak mereka yang masih
tergolong usia muda (belum wajar kawin) menurut UU dan medis.
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini
Di Indonesia, terutama di pondok pesantren, masih banyak terdapat
perkawinan dibawah umur, kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu
yang mentradisi hingga sekarang. Ukuran perkawinan di masyarakat seperti itu
kematangan fisik belaka (haid, bentuk tubuh yang sudah menunjukkan tanda-tanda
seksual sekunder) atau bahkan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya denagn
calon pengantin misalnya,panen,utang piutang antara orang tua dan sebagainya.
Tidak mengherangkan jika beberapa tempat di Indonesia masih terjadi anak-anak
berumur 13-14 tahun sudah dinikahkan.7 Dengan meningkatnya taraf pendidikan
masyarakat, banyak anak-anak perempuan dan laki-laki yang bersekolah, banyak
orang tua menyadari persiapan yang lebih lama di perlukan untuk menjamin masa
depan anak-anak. Kecenderungan ini terjadi masyarakat di kota-kota besar atau di
kalangan masyarakat kelas social-ekonomi menenga ke atas.
Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa dalam perkembangan dalam
pengetahuan dan teknologii, para orang tua yang khususnya hidup di perkotaan dan
mereka yang memiliki perekonomian yang matang, telah menyadari akan eksistensi
sebuah perkawinan, sehingga tidak menikahkan anaknya dalam usia dini.
Kecenderungan pada masyatakat untuk meningkatkan usia perkawinan, didukung
oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia , yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, pasal 7:
7Sarwito Wirawan Sarwono, Pisikologi Remaja (Cet.V ;Jakarta: PN. PT. Raja Grafindo
Persada, 2000), h. 150.
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‘’ Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(
sembilang belas)tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas )
tahun.8
Ketentuan batas umur yang telah di atur dalam UU perkawinan tersebut di
atas, seperti di sebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip
yang tercantum dalam UU Perkanwinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang
jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun KHI bersifat
istihadiyah, sebagai usaha pembaruan fiqhi yang lalu. Namun kemudian apabila
dilacak referensi atau dasar syar’inya dapat di temukan isyarat Allah swt, dalam






dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.9
Ayat tersebut memang bersifat umum,tidak secara langsung menunjukkan
bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasanga usia muda (di bawah usia yang di
tentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang di
8Soemiyati, Hukum perkawinan Islam Dalam UU perkawinan (Cet,IV;Yogyakarta: PN
liberty, 1999),h.141
9Depertemen Agama RI,Al-Qur-an dan Terjemahannya,h
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khawatirkan kesejahtraannya, akan tetapi berdasaarkan pengamatan hal-hal yang
tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman
dalam rumah tangga dengan berdasaarkan kasih dan sayang. Tujuan ini akan sulit
terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa raganya.10
Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode
maslahat mursalah, namun demikian karena sifatnya yang istihady, yang
kebenarannya relatif ketentuan tersebut tidak bersifat kaku Artinya, apabia sesuatu
hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun, atau sekurang-
kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita 16 tahun undang-undang perkawinan tetap
membeberikan jalan keluar, sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 ayat (2) UU
Perkawinan :
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi
kepada pengadilaan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak
pria maupun wanita.11
Dalam hal ini UU perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2)
dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseoraang yang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain pasal 7
ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Bedanya jika kurang dari 21
tahun,yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun untuk pria dan 16
tahun untuk wanita perlu izin pengadilan,12
10Ahmad Rafiq,hukum islam di Indonesia (Cet.III Jakarta:P.N>Raja Grafindo persada,
1989),h.78
11 Soemiyati, loc.cit
12 Ahmad  Rafiq, loc.Cit
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Hal ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) KHI, sebagai berikut:
Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin
sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1
tahun 1974.’13
Dari penjelasan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI di ketahui bahwa
pembatasan usia kawin minimal tidak bersifat kaku atau harga mati melainkan dapat
di mintakan izin dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama.
Dalam pandangan hukum islam, pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah
untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan pernikahan, kaum beriman akan
mendapatkan pahala balasan jika niatnya ikhlas, keinginannya benar dan maksudnya
dengan pernikahan menjaga dirinya dari perbuatan haram serta tidak di landasi nafsu
kebinatangan.itulah tujuan utama dari pernikahan.14
Melakukan akad nikah bukanlah suatu factor yang sukar atau susah,buktinya
beribu-ribu pasangan melakukan perkawinan setiap tahun di atas permukaan bumi ini,
bermacam-macam cara atau upacara yang di adakan untuk memeriahkan
perkawinan,untuk mengantarkan kedua mempelai muda ke pintu kehidupan yang
baru. Melakukan akad nikah di muka penghulu boleh di katakana hamper sama
sifatnya dengan menandatangani surat persetujuan untuk mendirikan sebuah gedung.
Adapun pekerjaan mendirikan gedung dalam kehidupan rumah tangga yang
sebenarnya dikerjakan dalam beberapa masa, menurut tenaga dan kecakapan tangan-
tangan mengerjakannya. Haruslah di maklumi, untuk mendirikan sebuah rumah
13Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam depertemen Agama RI.KHI di
Indonesia ( Jakarta; 2000)h.19
14 Muh.Ali as-shabuni, al-zawaj al-islami al-mubakir sa’adah wahasma, diterjemahkan oleh
M. Abdul ghoffar,dkk., Pernikahan Dini (Cet. I ; Jakarta : PN Pustaka An-Nabaa’,2001),h.18.
50
tangga yang teguh dan bahagia diperlukan kepandaian dan energi yang cukup dari
pihak suami isteri. Di dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana penulis
telah kemukakan sebelumnya, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan
batin seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga, dan di dalam KHI di
kemukakan pula bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk
melaksanakan perintah Allah swt. Oleh karena itu,perkawinan merupakan hal yang
sangat suci dan sakral, bukan saja dengan hubungan manusia dengan sesame
melainkan juga hubungan manusia dengan Allah swt. sebagaimana firman Allah :








Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir’’15
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa syarat yang perlu
di perhatikan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia.
1. Syarat mutlak yang pertama untuk mendirikan perkawinan yang kokoh dan
kuat adalah usaha bersama, saling membantu dengan ikhlas dari kedua
pihak, suami isteri.baik suami maupun isteri hendaknya sama-sama
menyadari bahwa usaha bersama yang menjadi sendi kehidupan berumah
15 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Surabaya : PN. Mahkota, 1996), h
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tangga itu tidak akan ada jika masing-masing mengenal diri sendiri dan
mementinkan diri sendiri. Dalam perkawinan yang tentram dan damai harus
ada sikap memberi dan menerima antara keduanya, suami dan isteri.
2. Syarat kedua yang harus di perhatikan oleh suami isteri yang sedang (akan)
memasuki kehidupan rumah tangga, pengertian mendalam bahwa mereka
kawin dengan manusia, bukan dengan bidadari atau malaikat yang tiada
cacat dan juga bukan dengan hewang yang tidak berakal dan tidak
berperasaan. Harus disadari bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan
dan keinginan, umumnya manusia menpunyai cacat dan kekurangan maka
pandanglah semua itu dengan ukuran kemanusiaan.Apa bila seseorang telah
memutuskan untuk mengawini seseorang, maka dia harus menerima
konsekwenksinya pula,baik kelebihan maupun kekurangan-kekurangannya
yang dimiliki pasangannya itu.dengan demikian, sikap saling pengertian dan
saling menerima antara salah satu pihak dengan orang lain menentukan pula
langgengnya sebuah  rumah tangga.
3. Syarat ketiga yang harus diperhatikan oleh suami isteri ialah sejak memulai
kehidupan rumah tangga hendaknya mereka berhati-hati memelihara
ketentraman hati dan pikiran pasangannya. Kepandaian merawat kasih
sayang yang merupakan seni cinta dalam hubungan suami isteri serta
ketangkasan memelihara dan menyelamatkan perkawinan dari berbagai
bahaya pada hakekatnya adalah suatu keahlian tersendiri dalam
kehidupan,terutama bagi para suami. Hendaknya sungguh-sungguh
menyadari bahwa dirinya mempunyai kewajiban moral untuk mengenal
isterinya dalam arti luas,sebab banyak kegagalan dalam rumah tangga
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disebabkan para suami dapat memahami kemauan dan pikiran isterinya dan
isteri tidak langsung mengemukakan isi hatinya, padahal pikiran-pikiran
isteri yang tersembunyi, perbuaatan-perbuatan yang tidak pernah dinyatakan
dan kegusaran-kegusaran kecil yang di kumpulkan hingga akhirnya
bertumpuk menjadi perkara besar, yang menyebabkan rumah tangga itu
goyah. Karena itu suami harus mampu membaca keinginan-keinginan, dan
kegusaran isterinya, di samping itu saling keterbukaan antara suami dan
isteri selalu dibina.
4. Syarat keempat yang menjadi kelanggenan rumah tangga ialah maasing-
masing harus berlaku jujur dalam segala hal. Satu sama lain harus
memandang pasangannya sebagai teman hidup yang paling akrab tempat
berunding dan bermusyawarah dengan sewajarnya serta memecahkan
kesukaran-kesukaran yang menjadi kepentingan bersama.16
Dari uraian tersebut diatas,dapat di pahami adanya beberapa syarat yang dapat
dilakukan oleh suami dan isteri didalam membina rumah tangga, sehingga tidak
terjadi percekcokan.sesungguhnya masih ada syarat-syarat lain untuk melahirkan
sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah dan melahirkan anak-anak yang
saleh dan shahwat. Namun keempat syarat tersebut adalah hal-hal dasar yang harus di
ketahui dan dilakukan oleh suami dan isteri.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat di kemukakan bahwa hakekat dari
sebuah perkawinan yaitu : mendekatkan diri kepada Allah swt. jadi perkawinan
merupakan satu cara yang harus di tempuh oleh pria dan wanita untuk menjadi suami
16H.S.M. Nasruddin Latif, Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah
Tangga (Cet. I; Jakarta : PN. Pustaka Hidayah, 2001), h. 21.
53
dan isteri dengan rukun dan syarat-syarat,serta hukum-hukumnya yang telah diatur
dalam ajaran islam, agar melahirkan keturunan yang sehat,saleh dan shalihat di dalam
rumah tangga yang penuh dengan mawaddah untuk melaksanakan perintah Allah
swt. karena itu tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk menyalurkan hasrat
biologis melainkan untuk melaksanakan perintah agama.
Salah satu ciri pokok masyarakat Indonesia adalah percaya kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Agama mengajarkan manusia unsur pokok yang menjadi kebutuhan
spiritual yang terdapat dalam agama yang pada dasarnya merupaakan nilai tertinggi
bagi manusia,demikian pula bagi anak remaja yang merupakan sentral pemabahasan
skripsi ini, norma-norma agama tetap diakui sebagai kaidah-kaidah suci yang
bersumber dari Allah swt. kaidah-kaidah/hukum yang di gariskan dalam agama Islam
bertujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar,sebab kaidah-kaidah Islam
berisi hal-haal yang di wajibkan,serta Islam telah menggariskan perbuatan-perbuatan
baik dan batasan-batasan perbuatan buruk dan haram, sehingga jika benar-benar
mendalami dan memahami ajaran Islam, maka mereka akan menjadi masyarakat yang
baik dan enggang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat
merugikan dirinya sendiri dan mengganggu hak-hak orang lain. Mohammad ali,
menjelaskan tentang pentingnya pemahaman agama kepada remaja, dengan
mengemukakan :
Bagi anak remaja,sangat di perlukan adanya pemahaman, pendalaman serta
ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut dalam kenyataan sehari-hari
menunjukkan bahwa remaja yang melakukan kejahatan sebahagian besar
kurang memahami norma-norma agama, bahwa merugikan bahkan lalai dalam
menunaikan perintah agama.17
17 Mohammad Ali, pisikologi remaja (Cet. II : Jakarta ; sinar grafika Offset,2005).
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Pada garis besar agama  bagi remaja,pada saat ini menjadi kompleks atau
sangat di butuhkan, dengan melihat perkembangan zaman yang semakin cepat dan
melahirkan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan baru yang membutuhkan filter.
Remaja pada saat ini harus dibekali dengan nilai-nilai/norma-norma hukum Islam
agar mereka tidak terbawa arus yang sulit mereka hadapi. Di dalam majalah
Hidayatullah dikemukakan :
Memang tidak bias menyaklahkan semata kepada remaja (muslim), mereka
terbawa arus,baik dari lingkungan,teman,tetangga bahkan masyarakat secara
keseluruhan. Bila orang tuanya,masyarakatnya semakin sering membicarakan
soal seks, media-media,majalah, radio maupun televise tidak ada yang terlepas
dari unsure eksploitasi seks dan kian hari makin meningkat.18
Demikian besarnya tantangan yang dihadapi oleh manusia pada saat ini,
terutama bagi remaja yang jiwanya masih bergejolak dan mudah terbawa
arus,kenyataan yang di hadapi remaja saat ini dijelaskan pulah oleh Hanafi
Mulyohadjono :
Perubahan perilaku remaja memang semakin memprihatinkan. Mengapa
demikian cepat perubahan ini terjadi karena perubahan gaya hidup masyarakat
industri yang cenderung individualis. Masyarakat sekarang cenderung mencari
kepuasan individu dan tidak menghiraukan lingkungannya, dan yang terpenting
bagi perubahan tersebut tidak diantisipasi dengan penanaman nilai-nilai
agama.19
Berdasarkan uraian tersebut dapat dapat di pahami bahwa factor yang terbesar
terhadap terjadinya kenakalan remaja, baik melakukan pencurian,
perampokan,pembuhan pemerkosaan mengkomsumsi  minuman keras dan narkotika
serta obat-obat terlarang hingga terjadi pergaulan bebas (free sex) diakibatkan akan
18 Dikutip dari majalah ‘’Hidayatullah”, Edisi XIII ; Th.VI Desember 1992.,h.69.
19 Ibid,h.70.
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adanya norma-norma agama. Selain kurangnya pemahaman terhadap adanya
ajaran,hubungan orang tua yang kurang harmonis, oendidian yang kurang memadai
terutama pendidikan agama,situasi rumah tangga yang kurang menyenagkan,
meruoakan factor-faktor lain yang makin memperbesar terjadinya kenakalan remaja.
Kurangnya pemahaman akan ajaran islam secara umum dan khususnya terhadap
hukum-hukum Islam yang mengatur perkawinan sebagai factor utama terjadinya
pernikahan dini. Selain itu kebiasaan pemahaman orang tua menikahkan anak-
anaknya usia dini juga masih sering ditemunkan dengan alasan hendak lepas dari
tanggung jawab. Penyebab lain dapat memperbesar terjadinya hubungan bebas di
antara anak-anak remaja, yang akhirnya harus dikawinkan demi menutub aib keluarga
adalah semakin merabahnya informasi, tayangan baik melalui media elektronik
maupun media cetak yang menampilkan gambar-gambar forno, atau bacaan-bacaan
yang disertai gambar fornografi yang menampilkan aurat. Selain hal itu, sekarang ini
sedang berkembang forno aksi, dimana para wanita-wanita mempertontonkan
keindahan tubuh mereka secara transparan.
Oleh karena itu, salah satu alternatif yang harus dditempuh oleh para orang
tua untuk menghindarkan generasi muda ( remaja) dari tindakan negatif adalah
menanamkan kepada setiap remaja pemahaman akan ajaran Islam dan hukum-
hukumnya, baik yang telah dijadikan hukum positif maupun yang masih tertuang





Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam sub-sub pembahasan, maka
penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pernikahan dini bila di tinjau secara syar’i tidak ditemukan dalil-dalil yang
secara tekstual melarangnya, baik dalam ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits
Rosulullah saw, namun para ahli hukum menerangkan pembatasan usia
minimal kawin. Hal tersebut di tempuh sebagai langkah ijtihad dan
menggunakan metode masalahah mursalah (demi kemaslahatan ummat) serta
memperhatikan dampak negatife yang di timbulkan pasangan usia muda.
2. Dampak yang di timbulkan oleh pernikahan dini sangat banyak, baik secara
medis maupun psikologis, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yang
akhirnya mengakibatkan perceraian, keracunan kehamilan, pendarahan,
kanker bahkan dapat mengakibatkan kematian pada saat melahirkan. Selain
itu, kemampuan pasangan suami isteri untuk menyelesaikan persoalan rumah
tangga belum di miliki, bisa dilihat dari sisi psikologi, yang di pengaruhi oleh
usia muda.
3. Upaya-upaya penanggulangan pernikahan dini dapat dilakukan dengan
beberapa arah yaitu :
a. Mengahapuskan kebiasaan orang tua mengawinkan anak-anaknya dalam
usia dini dengan cara paksa.
b. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan hukum-hukumnya bagi
seluruh lapisan masyarakat Islam, terutama bagi generasi muda serta
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aplikasinya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan terlarang, seperti
hamil di luar nikah yang dapat mengantar kejenjang pernikahan usia dini.
c. Memperkuat benteng keluarga dengan ajaran agama atau dengan kata lain
anak-anak perlu dididik dalam keluarga sebelum terjun ketengah-tengah
masyarakat, sebab pengaruh dalam lingkungan masyarakat sangat banyak
d. Memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang dampak
pernikahan dini.
B. Saran
1. Bagi instansi kesehatan yang mempunyai wewenag terhadap kesehatan ibu dan
anak,kiranya memperbanyak  penyuluhan kesehatan terutama dampak
pernikahan dini di tinjau dari segi medis
2. Bagi para praktisi hukum  agar mensosialisasikan pembatasan usia pernikahan
yang terkandung dalam perundang-undangan.
3. Bagi seluruh lapisan masyarakat Islam memperdalam dan mempertajam
pengetahuan terhadap ajaran Islam dan hukum-hukumnya serta
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bagi pemerintah, dalam hal ini Depertemen Pendidikan Nasional agar
memasukkan kurikulum/mata pelajaran pendidikan sex (seks educational) di
sekolah-sekolah tingkat menengah,sebab gejolak sex tinggi terdapat dalam usia
sekolah menengah atas.
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